WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAHAN DI KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

bahwa keterbukaan informasi puMlédcupakan sarana mewujudkan
pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligbsagse sarana
pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik ;

bahwa masyarakat dijamin haknya untuk memekrohformasi
publik sepanjang informasi publik yang hendak dipedtnya tersebut
bukan informasi yang dilarang oleh peraturan pesngd undangan
untuk diberikan, atau diumumkan kepada masyardd@atena jika
diberikan atau diumumkan akan membahayakan kepgolenkngan
publik atau meresahkan kehidupan masyarakat ;

bahwa keterbukaan informasi publik diarahkanepdda
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan emkatjxan
nilai-nilai agama, moral dan sosial yang hidup th&nkembang di
Masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanakslich dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk ®esm Daerah
tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyggenaan
Pemerintahan di Kota Pangkalpinang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Didsgara Republik Indonesia
Tahun 1945;

UndangJndang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Peneti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negapblik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang EruiNomor
5 Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran NegapaliRk
Indonesia Nomor 1091) dan Undabgdang Darurat Nomor
Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesighuifal956



Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik lesialNomor
1091)

tentang Pembentukan Daerah ingkat Il Termaswkaptaja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan sebdgdang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tath@69 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiadN&821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentaPgmbentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Mag&epublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217. Tambahan Lembiseyara
Republik Indonesia Tahun 4033);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retaiean
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@a 200mor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesradN@d437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakimigade Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kdédaa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembénta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®8 20
Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indansgsmor
4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang rKekaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Inddae Tahun
2008 Nomor 61Tambahan Lembaran Negara Republik Indon
Tahun 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Betukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara [kepub
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ngnRembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintdbaerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotamigaean
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TEdmab
Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 rigntarganisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indan&sihun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 rngnRelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketedouka
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indemdahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 TaB08 fentang
Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lemb2esmrah Kota
Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomoy 01)

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tah0#8 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Danegeiat DPRD
Kota Pangkalpinang ( Lembaran Daerah Kota Pangkahg Tahun
2010 Nomor 5) ;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN NFORMASI

PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA
PANGKALPINANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Kota adalah Kota Pangkalpinang.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalginan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutrigengkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.

Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakark um&mberikan informasi dan/atau
mengumumkan informasi ke masyarakat.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasatadda-tanda yang mengandung nilai,
makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelgga/ang dapat dilihat didengar, dan
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan damafosesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elekk@taupun non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkdisimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh Badan publik dan Badan Publik Daergdéing berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan ptheri daerah dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publikykiserta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik Daerah adalah Pemerintah Daerah dara®erwakilan Rakyat Daerah
yang menjalankan pemerintahan daerah menurut d@sasnoi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisteim prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Wadawang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Badan Publik Lainnya adalah Badan Usaha Milik Dlaetan organisasi non pemerintah
termasuk partai politik dan badan lain yang furdgn tugas pokoknya berkaitan dengan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

penyelenggaraan negara, yang berada di daerahjaepaebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanjaabaeumbangan masyarakat,
dan/atau luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan difogyas untuk menduduki posisi atau
jabatan tertentu pada Badan Publik Daerah dan BRdhlik Lainnya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yatanjsgnya disingkat PPID adalah
pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpukamjgkumentasian, penyimpanan,
pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayarfarmasi di Pemerintahan Daerah.

Pengguna informasi publik adalah orang yang mersgjgaminformasi publik sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/Badan Hukum Indonesia yang
mengajukan permintaan informasi publik sebagainugatar dalam Peraturan Daerah ini.

Komisi Informasi Kota adalah lembaga mandiri yarggfiingsi menjalankan Peraturan
Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetgpiamjuk teknis standar layanan
informasi publik dan menyelesaikan sengketa infaimmublik yang terjadi di daerah
melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.

Sengketa Informasi publik adalah sengketa yangdegntara Badan Publik Daerah atau
Badan Publik Lainnya dan pengguna informasi publdng berkaitan dengan hak
memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkatupgn perundang-undangan.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasiikp@aiitara para pihak yang dibantu
oleh Komisi Informasi Kota sebagai pihak ke tig&rale

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketannafgir publik antara para pihak yang
diputus oleh komisi informasi Kota.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orardgnbhukum atau Badan Publik
Daerah serta Badan Publik Lainnya sebagaimana dumatkalam Peraturan Daerah ini.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yampak dapat diakses oleh Pemohon
Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam PematDaerah ini.

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapdormasi sebagai Informasi yang
Dikecualikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentangekolesisi yang timbul apabila suatu
informasi diberikan kepada masyarakat dengan mamemgkan secara saksama bahwa
menutup Informasi Publik dapat melindungi keperdimgyang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.

Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktentertsuatu Informasi yang
dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon tmési Publik.

Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepeateg atau badan hukum perdata
atas beban Badan Publik dan Badan Publik Lainnydalsarkan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yalegith oleh penggugat.



(1)

(@)
3)

(4)

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapakses oleh setiap Pengguna Informasi
Publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketahderbatas.

Setiap informasi publik harus dapat diperoleh gepamohon informasi publik dengan
mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepftu, biaya ringan dan cara
sederhana.

Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasiasuai dengan Undang-undang,
Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan padaup@mgentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada yaeakat serta setelah dipertimbangan
dengan seksama bahwa menutup informasi publik dagdihdungi kepentingan yang

lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Keterbukaan Informasi publik dalam penyetmgan pemerintahan daerah adalah untuk
memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk apatklan informasi publik dalam rangka :

a.

menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rendangroses pengambilan keputusan
publik serta alasan pengambilan kebijakan publik;

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses p#ilga keputusan publik;

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah laikgyaitu yang transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipg@gangjawabkan;

mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyamdaim memberikan masukan bagi
pengambilan kebijakan publik;

memastikan bahwa setiap orang mengetahui alas@akabpublik yang mempengaruhi
hajat hidup orang banyak;

meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyeteagg pemerintahan daerah.



BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PBLIK SERTA
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUB LIK LAINNYA

Bagian Kesatu
Hak Pemohon/Pengguna Informasi Publik

Pasal 4

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi pubékuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini

(2) Setiap orang berhak :

a Melihat dan mengetahui informasi publik;

b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untwmkum untuk memperoleh
informasi publik;

c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui nppehonan sesuai dengan
Peraturan Daerah ini;

d. Menyebarluaskan infomasi publik sesuai dengaatpean perundangundangan.

(3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukpermintaan infomasi publik
disertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajugugatan ke pengadilan apabila

dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan kegagalan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua
Kewajiban Pemohon/Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

(2) Pengguna informasi publik wajib menggunakan infaimaublik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sundei mana ia memperoleh

informasi publik, baik yang digunakan untuk kepegan sendiri maupun untuk
keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan parapgrundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya
Pasal 6

(2) Badan publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhakolak memberikan informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraaarah ini.

(2) Badan publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhakolak memberikan informasi
apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturarabas.

3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleldBa publik Daerah dan Badan Publik
Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan pearhgdn usaha dari persaingan
usaha tidak sehat;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatam; da

e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai ataelumn didokumentasikan oleh
Badan publik.

(4) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimdksada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan
lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik Daerah

Pasal 7

Badan Publik Daerah wajib:

a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik selbaaaa diatur di dalam Peraturan
Daerah ini.

b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dannubmtasi untuk mengelola
Informasi Publik secara baik dan efisien.

c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedwsopal layanan Informasi Publik sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala D#ffarmasi Publik atas seluruh
Informasi Publik yang dikelola.

e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakaastutan tanggung jawab serta
wewenangnya.

f. menyediakan sarana dan prasarana layanan InfoFPoiaéik, termasuk papan pengumuman
dan meja informasi di setiap kantor Badan PubBktassitus resmi.

g. menetapkan standar biaya perolehan salinan InforfPudik.

h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi tayaftmmasi Publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukiinRemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan.

J. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanarma$i Publik sesuai dengan
Peraturan Daerah ini serta menyampaikan salinamdagkepada Komisi Informasi.

k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap petaitsbayanan Informasi Publik.



Bagian Kelima
Kewajiban Badan Publik Lainnya

Pasal 8

Badan Publik Lainnya wajib:

a.

menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Ird#srrRPublik yang berada di bawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publikpsefarmasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benam,tdiak menyesatkan.

membangun dan mengembangkan sistem informasi d&onmmtasi untuk mengelola
Informasi Publik secara baik dan efisien sehinggzatidiakses dengan mudah.

. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakaastun tanggung jawab serta
wewenangnya sesuai dengan ketentuan perundanggargang berlaku pada Badan Publik
Lainnya.

. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kelnjalang diambil untuk memenuhi hak
setiap orang atas Informasi Publik.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf edata memuat pertimbangan politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dand®an Negara.

. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dirdagada huruf a sampai dengan
huruf d, Badan Publik Lainnya dapat memanfaatkaansadan/atau media elektronik dan
non-elektronik.

BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH BADAN PUBLIK
DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA

Bagian Kesatu
Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan iseBarkala

Pasal 9

Q) Badan publik daerah dan Badan Publik Lainnya wajgmgumumkan informasi publik

secara berkala dan sesuai dengan standar layafoamasi publik sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik Daedah Badan Publik
Lainnya;

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Rubdierah dan Badan Publik
Lainnya terkait;

c. Informasi mengenai laporan keuangan Badan Publiérdbadan Badan Publik
Lainnya terkait;



d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perugeamdangan;

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasiipugebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulakase

(4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaindimaksud pada ayat (1)

disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau obdyarakat dan dalam bahasa yang
mudah dipahami.

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) uktentlebih lanjut oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban BaHahlik Daerah dan Badan Publik Lainnya

memberikan dan menyampaikan informasi publik setekala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) diatur dengmatéran Walikota.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 10

(1) Badan publik daerah dan Badan Publik LainnygbM@mengumumkan secara serta merta
suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidapgdoanyak dan ketertiban umum.

(2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik ggimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh nastadan dalam bahasa yang mudah
dipahami.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban bapablik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Badan Publik Daerah dan dan Badan Publik Lanwgjib menyediakan Informasi Publik
setiap saat meliputi:

a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di blaywa&nguasaannya, tidak termasuk
informasi yang dikecualikan.

b. Hasil keputusan Badan Publik Daerah atau Badan ikPulbainnya dan
pertimbangannya.

c. Seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya.

d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkir@@mgeluaran tahunan Badan
Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya.

e. Perjanjian Badan Publik Daerah dan Badan Publikrya dengan pihak ketiga.

f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan PejabdililPwdalam pertemuan yang
terbuka untuk umum.



(2)

3)

(1)

(2)

@)

g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik Daerah danrBRdalik Lainnya yang berkaitan
dengan pelayanan masyarakat dan/atau.

h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi pubdiiagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini.

Informasi Publik yang telah dinyatakan terbudagyi masyarakat berdasarkan mekanisme
keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyasakeyai informasi publik yang dapat
diakses oleh pengguna Informasi Publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alaian kewajiban Badan Publik Daerah dan
Badan Publik Lainnya menyediakan informasi publdng dapat diakses oleh Pengguna

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayatdf)ayat (2) diatur dengan Peraturan
Walikota.

Bagian Keempat
Informasi yang Wajib Diumumkan Oleh Badan PublileEdn dan Badan Publik Lainnya

Pasal 12

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnygbmaengumumkan layanan informasi
setiap tahun anggaran berakhir, yang meliputi :

a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;

b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dan Badan Pudikinya dalam memenuhi setiap
permintaan informasi;

c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan inforrdasi

d. Alasan penolakan permintaan informasi.

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnygbraembuat dan menyediakan laporan
layanan informasi publik kepada Komisi InformasibiKipaten paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Badan Publik wajib membuat peraturan mengetemdsr prosedur operasional layanan
Informasi Publik sebagai bagian dari sistem infaimdan dokumentasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(4) Peraturan mengenai standar prosedur operagebafjaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Unsaosur Badan Publik Lainnya

Paragraf Kesatu
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badasakhh Milik Daerah dan/atau
Badan Usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintaeiah

Pasal 13

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badasahh Milik Daerah dan/atau Badan Usaha
lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalaematuran Daerah ini adalah :



. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan jgenita kegiatan usaha jangka waktu

pendirian dan permodalan sebagaimana tercanturmaalggaran dasar.

. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi dgot@ndewan komisaris perseroan.

Laporan tahunan,laporan keuangan, neraca lapokenrlegi dan laporan tanggung jawab
sosial perusahaan yang telah diaudit.

. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga gréamgkat kredit dan lembaga pemeringkat

lainnya.

. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota kosiganan pengawas dan direksi.

Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewaggvests.

. Kasus hukum yang berdasarkan undang-undang tegetleayai informasi publik.

. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yarky Hmsdasarkan prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawabanakeirian dan kewajaran.

. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang.

. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.

Perubahan tahun fiskal perusahaan.

. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajidaggreaan umum atau subsidi.
.Mekanisme pengadaan barang dan jasa.

. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undamng bekaitan dengan Badan Usaha

Milik Daerah.

Paragraf Kedua
Informasi Publik wajib disediakan oleh Partai Rblit

Pasal 14

Informasi Publik wajib disediakan oleh Partai Rbldalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.

b.

Asas dan tujuan.

Program umum dan kegiatan partai politik.

Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perulyahan

. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumbeArdggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau sumberelgeaii.n

. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi.

Keputusan-keputusan organisasi.

. Informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan péamg-undangan.



Paragraf Ketiga
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh orgasishon pemerintah

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh orgasisnon pemerintah dalam Peraturan Daerah
ini:

a. Asas dan tujuan.
b. Program umum dan kegiatan.
c. Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perulyahan

d. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumbé&ngdgaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sumbangan masyarakat dan/sumber luar negeri

e. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi.
f. Keputusan-keputusan organisasi.

g. Informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan péamg-undangan.

BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 16

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajgmbuka akses bagi setiap Pemohon
Informasi Publik untuk mendapatkan informasi pulidcuali :

a. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikegp&da Pemohon Informasi Publik dapat
menghambat proses penegakan hukum yaitu inforraagj gfapat :

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan sunatak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan pelapor, sanksi/adlau korban yang mengetahui
adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan renceanaana yang berhubungan
dengan pencegahan dan penanganan segala bentwkt&ejransnasional,

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegaktddniatau keluarganya,
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana danfasawgma penegak hukum.
b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan dib@nilkepada Pemohon Informasi Publik dapat

mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat.



c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan dib@nikepada Pemohon informasi publik dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan Negaralsstemdiian perundang-undangan.

d. Informasi publik yang apabila dibuka dan dibenkkepada pemohon informasi publik dapat
mengungkapkan kekayaan daerah.

e. Informasi publik yang apabila dibuka dan dib@nikepada pemohon informas publik dapat
merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai ketemerundangundangan.

f. Informasi publik yang apabila dibuka dan dibankkepada pemohon informasi publik dapat
merugikan kepentingan hubungan luar negeri sest@ntuan perundang-undangan.

g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mewgapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat sesgora

h. Informasi publik yang apabila dibuka dan dibankepada pemohon informasi publik dapat
mengungkap rahasia pribadi yaitu .

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan keselfiatk dan psikis seseorang;
3. Kondisi keuangan asset pendapatan dan rekeningsesekrang;

4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitedektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang ;

5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yangaitemk dengan kegiatan satuan
pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Pilld#rah atau Intra Badan Publik Daerah dan
antar Badan Publik Lainnya atau Intra Badan Pulhl#dinnya yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informagesii pengadilan.

J. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdksamundang-undang.

Pasal 17
(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yarigdualikan adalah informasi berikut :

a. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaranustdugntuk kebijakan lain, baik yang
tidak berlaku mengikat maupun mengikat kedalampatalke luar serta pertimbangan
lembaga penegak hukum;

b. Rencana pengeluaran tahunan laporan keterangamgguingjawaban Walikota.

(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan gglimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g,
antara lain apabila :

a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetugrtulis dan / atau;
b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang f#ddatan-jabatan publik.

(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkaranpidia pengadilan, kepala Kepolisian Resort
Kota Pangkalpinang, Kejaksaan Negeri Kota Panghkalg dan/atau Pimpinan Lembaga
Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenamgah Peraturan Perundang-
undangan dapat membuka informasi yang dikecuaklkdnagaimana dimaksud dalam pasal
16 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, iful; huruf | dan huruf j.



(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaandimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan cara mengajukan permintaan izin kepadagieyalng berwenang sesuai ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada @)atdan ayat (4) untuk kepentingan
pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan deregaamfan atau kekayaan Negara/Daerah
di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Pdjapang berwenang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayaayat (4) dan ayat (5) pemberiannya diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai ke@mperundang-undangan yang berlaku.

(7) Dengan mempertimbangkan ketahanan dan keamdaarah dan kepentingan umum,

Walikota dapat menolak permintaan informasi yankgcialikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3),(4) dan (5).

BAB VI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi padarBRublik Daerah

Pasal 18

(1) Pemerintahan Daerah dalam mengelola pelayanammiagrdan dokumentasi di daerah
menetapkan Pejabat PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekad pagabat struktural yang
membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.

3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetagkanValikota.

Pasal 19

(1) PPID sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 bertanggualy kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantuR#¢D Pembantu yang berada di
lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/agmib& Fungsional.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi padarBRublik Lainnya

Pasal 20

(1) Badan Publik Lainnya dalam mengelola pelayanannmési dan dokumentasi di daerah
menetapkan Pejabat PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekah paghbat struktural yang
membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.

(3) PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Badahlil Lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku pada masing-masing BadaikPaibnya terkait.



Bagian Ketiga
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID pada Badan Bd#itah

Pasal 21

PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungjawahbddiny layanan Informasi Publik yang
meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian,goiéagn dan pelayanan Informasi Publik.

(1)

(2)

@)

(4)

(1)

(@)

®3)

Pasal 22

PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungjawab koendinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian seluruh Informasi Publik yangdsedh Badan Publik Daerah.

Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksua agat (1), PPID pada Badan
Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan pengumméauruh Informasi Publik secara
fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkaraseberkala;
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohdorinasi Publik.

Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksua agat (1), PPID pada Badan
Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan penddtdarmasi Publik yang dikuasai oleh
setiap unit/satuan kerja di Badan Publik Daerahardalrangka pembuatan dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dirkbiekan oleh pimpinan masing-
masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1) &atudalam sebulan.

Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksada payat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangwgenddibidang kearsipan.

Pasal 23

PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungjawab koenginasikan penyediaan dan
pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah pengama®8adan Publik Daerah yang dapat
diakses oleh publik.

Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksua agat (1), PPID pada Badan
Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan penyedi@npelayanan Informasi Publik
melalui pengumuman dan/atau permohonan.

Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi PubliR]IPpada Badan Publik Daerah
bertugas untuk mengkoordinasikan:

a. pengumuman Informasi Publik melalui media yaecpga efektif dapat menjangkau
seluruh pemangku kepentingan; dan



b.

penyampaian Informasi Publik dalam bahasa lesianyang baik dan benar, mudah
dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasg wyigunakan oleh
penduduk setempat.

(4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PipHdla Badan Publik Daerah
bertugas:

a.

(5)

Dalam

mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yarapad diakses oleh publik
dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanéormasi untuk memenuh
permohonan Informasi Publik;

melakukan pengujian tentang konsekuensi yang tinsieblagaimana diatur dalam
Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Pubkkbelum menyatakan
Informasi Publik tertentu dikecualikan;

menyertakan alasan tertulis pengecualian InfornFagilik secara jelas dan tegas,
dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yaligecualikan beserta
alasannya; dan

mengembangkan kapasitas pejabat fungsional danfa¢twgas informasi dalam
rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Rubli

Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dagapan Informasi Publik, PPID
pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasidammemastikan agar pengajuan
keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelekalzeratan apabila permohonan
Informasi Publik ditolak.

Pasal 24

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyB, pela Badan Publik Daerah

berwenang:

a.

mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badéfamlik dalam melaksanakan
pelayanan Informasi Publik.

memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakseslippuitau tidak berdasarkan
pengujian tentang konsekuensi sebagaimana didtamdasal 27 dan Pasal 28ayat (2 ).

menolak permohonan Informasi Publik secara tertapabila Informasi Publik yang
dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/radnadengan disertai alasan serta
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pamottak mengajukan keberatan atas
penolakan tersebut.

menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugasma$p di bawah wewenang dan
koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atemuakhirkan Dafta Informasi

Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (sati)diklam sebulan dalam hal Badan
Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petuigégrmasi.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID pada Badan Rualotikya

Pasal 25



(1) PPID pada Badan Publik Lainnya bertanggungjawdtidi#ing layanan Informasi Publik
yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentagi@myediaan dan pelayanan
Informasi Publik.

(2) PPID pada Badan Publik Lainnya bertugas melakulkanryimpanan,pendokumentasian,
penyediaan dan pelayanan Informasi Publik sesuaigate peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabny®&) p&la Badan Publik lainnya
berwenang:

a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di dalamganisasinya dalam
melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diaksedikpabau tidak berdasarkan
pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dialamadasal 27 dan Pasal 28 ayat

2);

c. menolak permohonan Informasi Publik secara terapi&bila Informasi Publik yang
dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/raha®ngan disertai alasan serta
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemattok mengajukan keberatan
atas penolakan tersebut.

Pasal 26

Tata kerja PPID pada Badan Publik Daerah dan pad@&mBPublik Lainnya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pengujian tentang Konsekuensi oleh PPID
pada Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya

Pasal 27
PPID pada Badan Publik Daerah dan Badan Publiknyainvajib melakukan pengujian tentang
konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ilfardesaksama dan penuh ketelitian
sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikékan untuk diakses oleh setiap orang.
Pasal 28

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasalri6 guhuruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.

(2) Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada gemgtentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan serta setelakertipbangkan dengan seksama bahwa
menutup Informasi Publik dapat melindungi keperdgimgyang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian ing®m dan jangka waktu
pengecualiannya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI



MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
Pasal 29

(2) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukamipégaan untuk memperoleh
Informasi Publik kepada Pejabat Publik secaralisréiau tidak tertulis.

(2) Pejabat Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemlstiormasi Publik, subjek dan
format informasi serta cara penyampaian informaangy diminta oleh Pemohon
Informasi Publik.

3) Pejabat Publik yang bersangkutan wajib mencatanipgaan Informasi Publik yang
diajukan secara tidak tertulis.

(4) Pejabat Publik wajib memberikan tanda bukti penaampermintaan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (@pd@omor pendaftaran pada saat
permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsuag m@uelalui surat elektronik,
nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan pexamnt

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui suratgpenan nomor pendaftaran dapat
diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditanya permintaan, Pejabat Publik
yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitatartilis yang berisikan :

a. Iinformasi yang diminta berada di bawah penguasaaataupun tidak;

b. Pejabat Publik wajib memberitahukan informasi ydimginta apabila informasi
yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;

C. penerimaan atau penolakan permintaan informasitdiskengan alasan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebaficantumkan materi
informasi yang akan diberikan;

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yangutki&an, maka informasi
yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan demigsertai alas an dan
materinya;

f. alat penyampai dan format informasi yang akan dibar dan/atau

g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh iafirgang diminta.

(8) Pejabat Publik bersangkutan dapat memperpanjaagtu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada aya@(ing pambat 7 (tujuh) hari kerja

berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permmiatormasi kepada Badan Publik
dan Badan Publik Lainnya diatur dengan Peraturalikéta.

BAB VIIi
KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 30



(1)

(2)

(1)
(2)
3)

(4)
(5)

(1)

(2)

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang beggirmenjalankan Peraturan Daerah
ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan pktteknis standar layanan Informasi
Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Pubglalui Mediasi dan/atau Ajudikasi

nonlitigasi.

Komisi Informasi Kota adalah Komisi Informasi Kot@angkalpinang yang dapat

dibentuk apabila berdasarkan pertimbangan kemampuiemerintah Daerah
dimungkinkan untuk pembentukannya.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 31
Komisi Informasi Kota berkedudukan di Kota Pangkadpg.
Bagian Ketiga
Susunan
Pasal 32
Anggota Komisi Informasi Kota berjumlah 5 (limajaog yang mencerminkan unsur.
pemerintah dan unsur masyarakat.

Komisi Informasi Kota dipimpin oleh seorang ketuarangkap anggota dan didampingi
oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh parggota Komisi Informasi Kota.
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d@dakdengan musyawarah seluruh

anggota Komisi Informasi Kota dan apabila tidakcapai kesepakatan dilakukan
pemungutan suara.

Bagian Keempat
Tugas

Pasal 33

Komisi Informasi Kota bertugas:

a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan peajateSengketa Informasi
Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitsjayang diajukan oleh setiap
Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sabagaidimaksud dalam
Peraturan Daerah ini;

b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Ie,utdin

c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

Komisi Informasi Kota bertugas menerima, memerikisan memutus Sengketa Informasi
Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasnlitigasi.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

Bagian Kelima
Wewenang

Pasal 34
Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Kotmiliki wewenang:
a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yaisgigketa;
b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang kimliéh Badan Publik dan Badan
Publik lainnya terkait untuk mengambil keputusarian|a upaya menyelesaikan

Sengketa Informasi Publik;

c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badblik ataupun Badan Publik
lainnya terkait sebagai saksi dalam penyelesaiagkesa Informasi Publik;

d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar kejemmmya dalam Ajudikasi
nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Pulbligq

e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publiknggfai masyarakat dapat
menilai kinerja Komisi Informasi Kota.

Kewenangan Komisi Informasi Kota meliputi kewenamgeenyelesaian sengketa yang
menyangkut Badan Publik dan Badan Publik lainnya.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 35
Komisi Informasi Kota bertanggung jawab kepada Wdé dan menyampaikan laporan
tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenargpala Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimdksada ayat (1) bersifat terbuka
untuk umum.

Bagian Ketujuh
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi InformasaKot

Paragraf Kesatu
Sekretariat Komisi Informasi Kota

Pasal 36

Untuk mendukung kegiatan komisi informasi Kota ditoé sekretariat komisi informasi
Kota.

Struktur dan jumlah personil kepegawaian SekrdtaKamisi Informasi Kota
sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengaatBemn Walikota.

Sekretaris Komisi Informasi Kota disetarakan dengaelon 1.



(4)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

3)
(4)

Personil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah megamg melaksanakan tugas dan
wewenang di bidang komunikasi dan informasi di daer

Paragraf Kedua
Penata Kelolaan Komisi Informasi Kota

Pasal 37

Untuk melaksanakan penata kelolaan Komisi Informigésta diberikan dukungan
administratif, keuangan yang dilaksanakan olehetakiat komisi.

Anggaran Komisi Informasi Kota dibebankan pada Amgg Pendapatan dan Belanja
Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengariuaieyang berlaku.

Besarnya anggaran Komisi informasi Kota yang béradai APBD disusun

berdasarkan rencana anggaran biaya operasionalwaag dan patut, diajukan setiap
tahun anggaran oleh Komisi informasi Kota kepaddikbfa.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 38
Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Inforiket :
a. Warga Kota Pangkalpinang;
b. memiliki integritas dan tidak tercela;

c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak @idgang diancam dengan
pidana 5 (lima) tahun atau lebih;

d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang kdtadn Informasi Publik;
e. sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebifakalik;

f.  memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik Badan Publik Lainnya;
g. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya Baldan Publik dan

h. Badan Publik Lainnya apabila diangkat menjadi atgé@misi Informasi Kota;
I. bersedia bekerja penuh waktu;

j. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; dan

k. sehat jiwa dan raga.

Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Kota dikakakan oleh Pemerintah Daerah
secara terbuka, jujur, dan objektif.

Daftar calon anggota Komisi Informasi Kota wajiliiumkan kepada masyarakat.

Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan @eni@ihadap calon anggota Komisi
Informasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayatef®jah disertai alasan.

Pasal 39



(1)

(2)
3)

Calon anggota Komisi Informasi Kota hasil rekrutmsgbagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakdtyat Daerah oleh Kota sejumlah
15 (lima belas) orang calon.

DPRD memilih anggota Komisi Informasi Kota melaljiikepatutan dan kelayakan.

Anggota Komisi Informasi Kota yang telah dipilihebl DPRD selanjutnya ditetapkan
oleh Walikota.

Pasal 40

Anggota Komisi Informasi Kota diangkat untuk masdgtan 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

(1)

(2)

®3)

(4)

(5)

Pasal 41

Pemberhentian anggota Komisi Informasi Kota dilakukerdasarkan keputusan Komisi
Informasi Kota dan diusulkan kepada Walikota.

Anggota Komisi Informasi Kota berhenti atau diberilean karena:
a. meninggal dunia;

b. telah habis masa jabatannya;

c. mengundurkan diri;

d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telakelk@atan hukum tetap dengan
ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun panjar

e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yangyakdipatkan yang bersangkutan tidak
dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut:tatau

f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggde latik, yang putusannya ditetapkan
oleh Komisi Informasi Kota.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat tdtapkian melalui Keputusan
Walikota.

Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasakdikan oleh Walikota setelah
berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.

Anggota Komisi Informasi Kota pengganti antar wakiiambil dari urutan berikutnya
berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yeladn dilaksanakan sebagai dasar
pengangkatan anggota Komisi Informasi Kota padegerdimaksud.

BAB IX
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI KOTA

Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan

Pasal 42



(1)

(@)

)

(4)

(1)

(2)

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberbk tertulis maupun tidak
tertulis dalam hal ditemukannya alasan sebagdkuteri

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik setvega dimaksud dalam Pasal 6 ;

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaantmaksud dalam Pasal 9 ;

c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidakeggiimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waking diatur dalam Peraturan ini.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud padél pgitujukan kepada atasan PPID
melalui PPID terkait.

PPID terkait memberikan nomor register pada sgtiegohonan pengajuan keberatan
yang diajukan kepadanya dalam buku register kedoerat

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud padd pglapat dikuasakan kepada pihak
lain yang cakap di hadapan hukum.
Pasal 43

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajiengumumkan tata cara
pengelolaan keberatan disertai dengan nama, aldarajomor kontak PPID.

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya dapatggunakan sarana komunikasi

yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dekgarampuan sumber daya yang
dimilikinya.

Pasal 44

Tata cara pengajuan keberatan diatur lebih langlélon Peraturan Walikota.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 45
Atasan PPID pada Badan Publik Daerah atau pimpBeatan Publik Lainnya wajib
memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan teryidng disampaikan kepada
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan pihak yang menerima kuasa
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicgia pengajuan keberatan tersebut
dalam buku register keberatan.
Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada Byaekurang-kurangnya memuat:
a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID terkaitkalasratan yang diajukan;



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

d. Perintah atasan PPID kepada PPID terkait untuk mekan sebagian atau seluruh
Informasi Publik yang diminta dalam hal keberataarana;

e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimanasiichakda huruf d.

PPID pada Badan Publik Daerah dan PPID pada Bad#iikPLainnya wajib
melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dighaksula ayat (1) pada saat
ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pasal 46

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan pihak yang menerima kuasa
yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID atginpn Badan Publik Lainnya
berhak mengajukan permohonan penyelesaian senigketmasi Publik kepada Komisi
Informasi Kota selambat-lambatnya 14 (empat belzs) kerja sejak diterimanya
keputusan atasan PPID atau pimpinan Badan Publika.

Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Infeiridata diatur lebih lanjut dalam
peraturan Komisi Informasi Kota mengenai penye@saengketa informasi.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Kota

Pasal 47

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik déajukepada Komisi Informasi Kota

sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan &ejsdpat atau impinan Pengelola
Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatdak timemuaskan Pemohon
Informasi Publik.

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dagjuttalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tapa@gaertulis dari atasan atau pimpinan
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 &yat (

Pasal 48
Komisi Informasi Kota harus mulai mengupayakan méesaian Sengketa Informasi
Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitgg@aling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah menerima permohonan penyelesaiark&anigformasi Publik.
Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimakdachpat (1) paling lambat dapat

diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari k&gsal 49 Putusan Komisi Informasi
Kota yang berasal dari kesepakatan melalui Metiasifat final dan mengikat.

BAB X
HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu
Mediasi

Pasal 50



(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakahapilpara pihak dan bersifat
sukarela.

(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya diladukan terhadap pokok perkara
yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b flogtauruf d, huruf e, huruf f, dan huruf

g.

3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dikaangalam bentuk putusan Mediasi
Komisi Informasi Kota.

Pasal 51

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi Kmgperan sebagai mediator.

Bagian Kedua
Ajudikasi

Pasal 52

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Kasl nonlitigasi oleh Komisi Informasi
Kota hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasiatikan tidak berhasil secara tertulis oleh
salah satu atau para pihak yang bersengketa, al@u satu atau para pihak yang bersengketa
menarik diri dari perundingan.

Pasal 53

(1) Sidang Komisi Informasi Kota yang memeriksa dan mmeis perkara paling sedikit 3
(tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harugibréah gasal.

(2)  Sidang Komisi Informasi Kota bersifat terbuka untulrum.

3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokwlokmmen yang termasuk dalam
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasaldl®, siding pemeriksaan perkara
bersifat tertutup.

(4)  Anggota Komisi Informasi Kota wajib menjaga rahasekumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 54

Q) Dalam hal Komisi Informasi Kota menerima permohonaenyelesaian Sengketa
Informasi Publik, Komisi Informasi Kota memberikaalinan permohonan tersebut
kepada pihak termohon.

(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayatd@élahapimpinan Badan Publik
Daerah dan Badan Publik Lainnya atau pejabat teskag ditunjuk yang didengar
keterangannya dalam proses pemeriksaan.

(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada (2), Komisi Informasi
Kabupaten dapat memutus untuk mendengar keteraegsebut secara lisan ataupun
tertulis.

4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mdueaki kepada wakilnya yang
secara khusus dikuasakan untuk itu.



(1)

(@)

(1)

(2)

®3)

(4)

(5)

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 55

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya hanenbuktikan hal-hal yang
mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dagraberikan informasi dengan
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ddrPaset (1) huruf a.

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya hanesmyampaikan alasan yang
mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Pubigngajukan permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaindéatar dalam Pasal 42 ayat (1)
huruf b sampai dengan huruf g. Bagian Kelima Putt&amisi Informasi Kota.

Pasal 56

Putusan Komisi Informasi Kota tentang pemberian ptnolakan akses terhadap seluruh
atau sebagian informasi yang diminta berisikanhssddu perintah di bawah ini:

a. membatalkan putusan atasan Badan Publik Datalputusan Badan Publik Lainnya
dan memutuskan untuk memberikan sebagian atauukeloformasi yang diminta
oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan kepotdemisi Informasi;

b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelaamidi dan Dokumentasi pada
Badan Publik Daerah dan atau putusan pimpinan &eféngelola Informasi dan
Dokumentasi pada Badan Publik Lainnya untuk tide&mierikan informasi yang
diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana diia@ledam Pasal 16.

Putusan Komisi Informasi Kota tentang pokok kelmratebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf gsikan salah satu perintah di bawah
ini:

a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dektmsi untuk menjalankan
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam PeraRaarah ini;

b. memerintahkan Badan Publik Daerah dan Badan Publiknya untuk memenuhi
kewajibannya dalam jangka waktu pemberian infornsafiagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini; atau

c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik Daeah pertimbangan
pimpinan Badan Publik Lainnya atau memutuskan mesigbiaya penelusuran
dan/atau penggandaan informasi.

Putusan Komisi Informasi Kota diucapkan dalam sidesrbuka untuk umum, kecuali
putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan

Komisi Informasi Kota wajib memberikan salinan m#onya kepada para pihak yang
bersengketa.

Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus quexrkara memiliki pendapat yang
berbeda dari putusan yang diambil, pendapat andgutési tersebut dilampirkan dalam
putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan ddwnisan tersebut.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB XI
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan

Pasal 57

Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilanusaha negara apabila yang digugat
adalah Badan Publik Daerah.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan rnegmbila yang digugat adalah
Badan Publik Lainnya.

Pasal 58

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam 37asgiat (1) dan ayat (2) hanya
dapat ditempuh apabila salah satu atau para pilbak yersengketa secara tertulis
menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi damisoInformasi Kota paling lambat
14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanyagaut tersebut.

Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikedgng di Komisi Informasi Kota
dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 59

Putusan pengadilan tata usaha negara atau pemgatkigeri dalam penyelesaian
Sengketa Informasi Publik tentang pemberian ataolp&an akses terhadap seluruh atau
sebagian informasi yang diminta berisi salah satinfah berikut:

a. membatalkan putusan Komisi Informasi Kota dan/ateemerintahkan Badan
Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya :

1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yangltomkan oleh
Pemohon Informasi Publik; atau

2. menolak memberikan sebagian atau seluruh inforyesy diminta oleh
Pemohon Informasi Publik.

b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memnarkan Badan Publik
Daerah atau Badan Publik Lainnya :

1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yangntanoleh Pemohon
Informasi Publik; atau

2. menolak memberikan sebagian atau seluruh inforyesy diminta oleh
Pemohon Informasi Publik.

Putusan pengadilan tata usaha negara atau pemgatkigeri dalam penyelesaian
Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatragaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g beriaissatu perintah berikut:



memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dektmsi atau pimpinan
Badan Publik Lainnya yang berwenang untuk menjaankewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerahaimiatu memerintahkan
untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasagalmana diatur dalam
Peraturan Daerah ini;

menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
memutuskan biaya penggandaan informasi.
Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negEmberikan salinan
putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
Bagian Kedua
Kasasi

Pasal 60

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tsahainegara atau pengadilan negeri dapat
mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung palingdadddam waktu 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya putusan pengadilan tata usahardlegau pengadilan negeri.

(1)

(@)

BAB XiIli
PENYIDIKAN

Pasal 61

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungdamerintahan Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukanyigigan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undangH#eara Pidana yang berlaku.

Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pad@lgyatialah:

a.

Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti kegaaratau laporan berkenaan
dengan tindak pidana pelanggaran agar keteranganla@boran tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mmeaigerang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukhnbsegan dengan tindak
pidana tersebut.

Menerima keterangan dan barang bukti dari orangagriatau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut

Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumekuchen lain berkenaan
dengan tindak pidana tersebut.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan baradiggambukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitggnadap barang bukti
tersebut.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksahagas penyidikan tindak
pidana di bidang Pelanggaran.

Menyuruh berhenti,melarang seseorang meninggalkangr atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksatadentang dan/atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindanpitersebut.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya daeritisa sebagai tersangka
atau saksi.

Menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancapemyidikan tindak pidana
menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.



(1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penusboum melalui penyidik
pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuagaerketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIlI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

(D Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal
12, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pelagnugan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Januari 2013

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KOTA PANGKALPINANG,

H. FERY INSANI
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